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ABSTRAK : - bahwa dalam rangka lebih menjamin adanya kepastian hukum dan sebagai proses
standardisasi dasar pembukuan, perlu untuk mengatur kembali ketentuan mengenai pedoman
penyelenggaraan pembukuan di bidang kepabeanan dan cukai;

- Dasar Hukum Peraturan ini adalah:

UU No. 10 Tahun 1995 (LN Tahun 1995 No. 75, TLN No. 3612) sebagaimana telah diubah
dengan UU No. 17 Tahun 2006 (LN Tahun 2006 No. 93, TLN No. 4661); UU No. 11 Tahun
1995 (LN Tahun 1995 No. 76, TLN No. 3613) sebagaimana telah diubah dengan UU No. 39
Tahun 2007 (LN Tahun 2007 No 105, TLN No. 4755);

- Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur:

Orang yang bertindak sebagai: a. importir; b. eksportir; c. pengusaha tempat penimbunan
sementara; d. pengusaha tempat penimbunan berikat; e. pengusaha pengurusan jasa
kepabeanan; f. pengusaha pengangkutan; g. pengusaha pabrik barang kena cukai; h.
pengusaha tempat penyimpanan barang kena cukai; dan/atau i. penyalur barang kena cukai
yang wajib memiliki izin, wajib menyelenggarakan Pembukuan, penyusunan, dan penyajian
Laporan Keuangan. Kriteria Orang diatur tersendiri dalam Peraturan Menteri Keuangan yang
mengatur mengenai kewajiban pencatatan bagi pengusaha pabrik skala kecil, penyalur skala
kecil yang wajib memiliki izin, dan pengusaha tempat penjualan eceran yang wajib memiliki
izin. Pembukuan wajib diselenggarakan dengan baik dan menggambarkan keadaan atau
kegiatan usaha yang sebenarnya serta paling kurang terdiri dari catatan mengenai: a. harta;
b. kewajiban; c. modal; d. pendapatan; e. biaya; dan f. Sediaan Barang; dan diselenggarakan
secara manual dan/ atau elektronik serta harus didukung dengan pengendalian internal yang
memadai.

CATATAN : - Dengan berlakunya Peraturan Menteri ini, Orang yang telah melakukan pembukuan di bidang
kepabeanan dan cukai sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini, wajib menyelenggarakan
Pembukuan sesuai dengan Peraturan Menteri ini paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung sejak
berlakunya Peraturan Menteri ini.

- Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku: 1. Peraturan Menteri Keuangan Nomor
138/PMK.04/2007 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pembukuan di Bidang Kepabeanan;
dan 2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 109/PMK.04/2008 tentang Pedoman
Penyelenggaraan Pembukuan di Bidang Cukai, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

- Peraturan Menteri ini mulai berlaku setelah 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal
diundangkan.

- Peraturan Menteri ini ditetapkan pada tanggal 19 Desember 2016 dan diundangkan pada
tanggal 20 Desember 2016.



